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TENTANG

KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa guna mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan,
administrasi kependudukan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan
di daerah, diperlukan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di seluruh
Indonesia;

b. bahwa dengan adanya pembentukan, penghapusan dan penggabungan
provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain,
kelurahan, dan desa atau yang disebut dengan nama lain, maka Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah
Administrasi Pemerintahan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4791);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status
Desa Menjadi Kelurahan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang
Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah
administrasi pemerintahan, yang memuat kode dan nama wilayah
administrasi pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan atau yang
disebut dengan nama lain, dan Desa atau yang disebut dengan nama
lain/Kelurahan seluruh Indonesia.

2. Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat
nama wilayah, luas wilayah dan jumlah penduduk yang dirinci mulai dari
Kabupaten/Kota dan Provinsi seluruh Indonesia.

Pasal 2

(1) Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan menggunakan data
Semester I tahun 2011 sebagai dasar penetapan.

(2) Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1) Lampiran I Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berupa Buku Induk yang
memuat Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi,
Kabupaten/Kota, dan Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain
seluruh Indonesia.

(2) Lampiran II Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berupa Buku I sampai
dengan Buku XXXIII yang memuat Kode dan Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kecamatan atau yang disebut dengan
nama lain, dan Desa atau yang disebut dengan nama lain/Kelurahan setiap
Provinsi seluruh Indonesia.

Pasal 4

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Dalam
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Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2011

MENTERI DALAM NEGERI,
REPUBLIK INDONESIA

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 934

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Tk.I (IV/b)
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